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Pemerintah Indonesia mengel uarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan K elebihan Pajak Pertambahan
Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagai mana telah diubah dalam PMK Nomor
149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha K ena Pgjak yang melakukan kegiatan
dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK,
salah satunya PK P sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi
literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu
cashflow PKP konstruksi karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan
restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor
23/PMK.03/2020 mudah untuk dipahami oleh PKP konstruksi. Namun, kendalanya adalah tidak semua
pihak memanfaatkan fasilitas ini serta masih banyak kendala dalam sistem serta sumber daya yang
disediakan pemerintah dalam melayani pengajuan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kemudian, masih
ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN.
Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk
mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa upaya dengan memaksimalkan
potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management

...... The Government of Indonesiaissued a Preliminary Return of Excess Value Added Tax policy as
regulated in PMK Number 23/PMK.03/2020 as amended in PMK Number 149/PMK.03/2021. Thisfacility
can be utilized by Taxable Entrepreneurs who carry out certain activities and requirements as in accordance
with the criterialisted in the PMK attachment, one of which is PKP in the construction sector. The
construction sector is a sector that dominates Indonesia's national GDP. This study aimsto determine the
implementation of the Preliminary Return of Excess VAT policy for PKP in the Construction Sector. The
research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection was
carried out in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Preliminary
Return of VAT policy is quite helpful for construction PKP cashflow because restitution only takes 1 month,
in contrast to normal restitution which takes up to 12 months. In addition, the provisionsin PMK Number
23/PMK.03/2020 are easy for construction PKPs to understand. However, the problem is that not all parties
take advantage of thisfacility and there are still many obstacles in the system and resources provided by the
government in serving the application for the initial return facility. Then, thereis still the potential for a
post-audit and the imposition of sanctions if aVAT underpayment is found. This Preliminary VAT refund
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also has an impact on reducing VAT receiptsin Indonesia. To secure revenue, the Directorate General of
Taxes takes several efforts by maximizing the potential for VAT receipts and conducting supervision with
Compliance Risk Management.



